BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan

kewajiban antara keduanya.'

Perkawinan merupakan ibadah sunnah yang sangat penting dalam
kehidupan manusia karena dengan melakukan pernikahan yang sah, hubungan
laki-laki dan perempuan menjadi terhomat, sesuai dengan kedudukan manusia
sebagai makhluk yang mulia dimuka bumi ini. Sementara nikah dari segi istilah
syara’ ialah suatu akad yang memboleh kan pasangan suami isteri mengambil
kesenangan diantara satu sama lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan

2
syara’.

Dalam Al-Qur’an perkawinan disebutkan antara lain dalamsurat An-Nisa’

ayat 1 yang berbunyi:
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah

! Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 5.
> Mohammad Saleh, Perkawinan dan Perceraian dalam Islam, (Selangor Darul Ehsan: Hazrah
Enterprise, 2009), 4.
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menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu’”’

Pernikahan harus didasari dengan cinta, kasih sayang dan saling menghargai
serta menghormati. Hal ini dilakukan agar bahtera rumah tangga dapat terpelihara
dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat mewujudkan pernikahan yakni
menjadi keluarga yang nyaman, damai, tenteram dan sejahtera. Namun begitu,
seandainya rumah tangga yang dibina dan ikatan perkawinan yang dijalankan
sudah tidak ada persefahaman lagi dan rumah tangga bahagia yang diharapkan

sudah berubah, mereka bisa memutuskan ikatan perkawinan dengan cara yang

dibenarkan oleh syara’.*

Perceraian merupakan salah satu untuk mengakhiri sebuah pernikahan.
Walaupun pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang bersifat selama-
lamanya, tetapi adakalanya disebabkan oleh keadaan yang mengakibatkan
pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan di tengah

jalan atau terpaksa diputus melalui perceraian.

Pengertian Perceraian menurut bahsa Indonesia berarti “pisah’ dari kata

* Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemahannya, 114.
* Salleh Ismail, Pembubaran Perkahwinan Mengikut Figh dan Undang-Undang keluarga Islam (Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama 2003), 6.
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dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan
akhiran”an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga
menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.
Sedangkan menurut bahasa, at-talag (Perceraian) berasal dari kata at-itlag yang

berarti melepaskan atau meninggalkan.®

Perceraian dalam istilah figh disebut talak. Talak menurut arti umum ialah
segala macam bentuk perceraian baik dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan
oleh hakim, maupun perceraian jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena
meninggal saalah seorang dari suami atau isteri.” Sedangkan menurut KHI pasal
117 perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.®

Perceraian ini terdapat pelbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh Jabatan
Kehakiman Syariah Sarawak, Malaysia. Salah satu daripada jenis perceraian
adalah perceraian di luar mahkamah. Perceraian ini bermaksud perbuatan
menceraikan isteri tanpa ijin mahkamah. Perceraian seperti ini sering berlaku
disebabkan kejahilan dan kebanyakan tidak mengetahui akibat serta kesan

terhadap undang-undang.

> Anton.A.Moeliono, et.al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, 163.

6 Slamet Abidin, Figih Munakahat II, Bandung: Pustaka Setia, 1999, 9.

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Y ogyakarta: Liberty,
2007), 103.

¥ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
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Perceraian di luar mahkamah bisa berlaku dalam perbagai keadaan sama ada
secara sorth ( jelas ) atau kinayah (sindiran ). Al-Jazairi berpendapat bahwa

hanya kedua-dua lafaz ini saja bisa menjatuhkan talak.’

Oleh karena itu, talak tidak akan terjadi melalui perbuatan dan tindakan
suami seperti menghantar isteri pulang ke rumah orang tuanya walaupun
mempnyai niat. Selain daripada bentuk perceraian memalaui lafaz atau perkataan

ini, terdapat juga kasus yang menglibatkan perceraian melalui tulisan.

Fuqaha’ terutama dari ke empat mazhab dalam perkara ini mempunyai
pelbagai pandangan kedudukan talak melalui tulisan. Al- Syafi’yah dan al-
Malikiyyah berpendapat talak melalui tulisan walaupun dalam bentuk soreh (
jelas ) tidak bisa menjatuhkan talak dan tidak bisa mendatangkan kesan kecuali

disertai dengan niat.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam sebuah
perkawinan. Antaranya adalah ke tidak sefahaman dan kurangnya sifat tolak
ansur antara suami isteri. Perceraian bisa berlaku disebabkan oleh pasangan
masing-masing tidak bisa memuaskan tuntutan seksual. Selain itu, faktor
ekonomi dan jurang pendapatan bisa menjadi punca perceraian, dan paling utama

jika suami tidak bertanggungjawab dan kekerasan dalam rumah tangga atau isteri

® Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al Figh ‘ala Madhahib al Arba’ah, juz IV, Mesir: Maktabah al-
Tijariyah, t.th, 278.
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selingkuh dan lain-lain lagi'

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi agama islam
memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas

Hukum Islam. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:
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Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyahllaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu
‘alaihi wa Sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah
ialah cerai.” Ibnu Majah.”

Namun perceraian hendaklah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, jika
pasangan yang ingin melakukan perceraian tanpa ijin dari mahkamah, maka
mahkamah akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Di Sarawak ada kasus
yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu di karena suami

melafazkan talak di luar mahkamabh.

Manakala menurut Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak tahun 2001.

Perceraian hendaklah berlaku dalam mahkamah dan dengan ijin mahkamah

' Salleh Ismail, Pembubaran Perkahwinan Mengikut Figh dan Undang-Undang keluarga Islam (Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Cetakan Pertama 2003), 7.

" Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dalam Mausu’ ah Al Hadist Kitabu Sittah, (Riyadh: Darus Salam,
2008), 2597.

12 Hakim, Irfan Maulana, Bulughul Maram, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 437.
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berdasarkan kepada Seksyen 45 Ordinan Keluarga Islam, 2001. Sekiranya berlaku

lafaz cerai di luar mahkamah ianya merupakan satu kesalahan Seksyen 128,

Ordinan Undang-undang Keluarga Islam, 2001."

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk
mengkaji serta meneliti masalah yang berjudul “7injavan Hukum Islam Terhadap
Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah Syari’ah. (Studi Kasus

di Sibu Sarawak Malaysia)”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka

dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul yaitu:

1. Tentang Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001.

2. Pengenalan tentang Mahkamah Syari’ah Sarawak.

3. Hukum dan pelaksanaan lafaz cerai di luar mahkamah menurut Ordinan 43

Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001.

4. Kasus lafaz cerai Mazwandy Yahya terhadap istrinya di luar mahkamabh.

Dari indentifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas, penulis membatasi sebagai berikut:

® Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, seksyen 128.
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1. Hukum dan pelaksanaan lafaz cerai di luar mahkamah menurut Ordinan 43

Undang-Undang Keluarga Islam, 2011 Sarawak, Malaysia.

2. Kasus lafaz cerai Mazwandy Yahya terhadap isterinya yang dilafazkan di

luar mahkamah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana hukum dan pelaksanaan lafaz cerai di luar mahkamah menurut

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Sarawak, Malaysia?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus lafaz cerai Mazwandy

Yahya terhadap isterinya yang dilafazkan di luar mahkamah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk menegaskan bahwa kajian
penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari
kajian/penelitian sebelumnya. Pembahasan yang mengenai, “7injauan Hukum
Islam Terhadap Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah
Syari’ah: (Studi Kasus di Sibu Sarawak Malaysia)”, belum penulis temukan.
Adapun penelitian pustaka yang sedikit berhubungan dengan pembahasan

dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini

adalah:

1. Skripsi yang ditulis Siti Aminah yang berjudul “Talak di Luar Sidang dan
Hubungannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 serta Proses Penyelesaian
Perceraian di Pengadilan Jepara” . Skripsi ini menjelaskan bahwa talak
diluar sidang yang diajukan perkaranya dapat diterima dan diproses tetapi

jika tidak diajukan maka Pengadilan menolak talak tersebut.

2. Skripsi yang ditulis Virginia Runny Al Zaiban yang berjudul “Analisis
Yuridis di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto
Kabupaten Sumendep” . Skripsi ini menjelaskan bahwa proses perceraian
di lvar pengadilan. Pihak yang ingin bercerai secara kekeluargaan dapat
mengajukan keinginannya utuk bercerai kepada Kepala Desa dan meminta
bantuannya untuk menceraikan dengan pasangan tanpa melalui proses
hukum yakni tidak melalui KUA ataupun Pengadilan Agama. Pengajuan
ini harus didasari dengan alasan yang kuat sehingga dapat meyakinkan
Kepala Desa bahwa hubungan keduanya memang tidak dadpat
dipertahabkan lagi. Dari segi perundang-undangan yang berlaku, bentuk
pelaksanaan ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh
Pemerintah yakni mengenai tata cara perceraian yang benar. Hal ini sesuai

dengan pasal 14 — 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang
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.14
Tata cara Perceraian .

Sedangkan skripsi ini berjudul “77njavan Hukum Islam Terhadap
Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah Syari’ah: (Studi
Kasus di Sibu Sarawak Malaysia)’, berbeda dengan skripsi diatas. Penulis
memfokuskan penelitian pada hukum dan pelaksanaan Ordinan 43 Keluarga

Islam Negeri Sarawak tahun 2001.

E.  Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian perlu
untuk mengetahui satu persatu dari rumusan masalah di atas antaranya sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui hukum dan pelaksanaan lafaz cerai di luar mahkamah
menurut Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Sarawak,

Malaysia.

2. Untuk mengetahui kasus lafaz cerai Marwandy Yahya terhadap isterinya

yang dilafazkan di luar mahkamah.

14 Virginia Runny Al Zaiban yang berjudul Analisis Yuridis di Luar Pengadilan di Desa Sera Tengah
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumendep, Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakutas Syari’ah
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
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F.  Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai kegunaan sebagai

berikut:

1. Aspek Teoritis:

Untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang
Ahwal Al-Syakhsiyah, terutama dalam bidang yang berkaitan, selain sebagai
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan
terhadap para praktisi hukum yang ingin menambah wacana secara teori
terhadap pembentukan dan penerapan hukum oleh kedua negara yang

menganut hukum yang berbeda.

2. Aspek Praktis:

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi wacana bagi
perkembangan dunia hukum di antara kedua negara agar segera mencapai cita
negara yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang pada
kedua negara, sekaligus memberi sumbangan pemikiran bagi mereka yang
berminat mengkaji seta mengembangkan pengetahuan tentang sebuah undang-
undang negara lain. Di samping juga dapat dijadikan sebagai hipotesa dalam
rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang keilmuan Islam secara umum

dan sistem penerapan di negara Malaysia.
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G.  Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami
judul skripsi ini, perlunya ada pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap
judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum dan Pelaksanaan Lataz Cerai di
Luar Mahkamah Syari’ah: (Studi Kasus di Sibu Sarawak Malaysia)”, sebagai

berikut:

Lafaz cerai di

luar mahkamah : Tindakan suami menceraikan isteri di luar
pengadilan agama yang tidak mengikut

prosedur dan ijin dari pengadilan agama.

Undang-Undang Syariah

Sarawak, Malaysia : adalah Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri
Sarawak  Tahun, 2001 mengenai
perkawinan, perceraian, nafkah,
penjagaan, dan perkara-perkara lain yang
berkaitan dengan kehidupan keluarga
khusus untuk masyarakat Islam Sarawak,
Malaysia. Sarawak merupakan negara

bahagian dalam Malaysia. Sarawak
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bergabung dalam Malaysia pada tanggal
20 juli 1963. Setiap negara bahagian
dalam Malaysia memiliki undang-
undang yang berbeda antara satu sama
lain, khususnya dalam urusan

keagamaan.

Jadi yang dimaksudkan dengan “7injavan Hukum Islam Terhadap Hukum
dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar Mahkamah Syari’ah: (Studi Kasus di Sibu
Sarawak Malaysia)’, adalah menganalisa tentang hukum dan pelaksanaan lafaz
cerai di luar pengadilan menurut menurut Undang-Undang Syariah Sarawak,

Malaysia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian
pustaka. Adapun pembahasan mengenai lafaz cerai di luar mahkamah: hukum dan
pelaksanaan menurut Undang-Undang Syariah Sarawak, Malaysia dengan cara
melakukan analisa data, yaitu menganalisa buku-buku yang ada berkaitannya

dengan lafaz cerai luar mahkamah.
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1. Data yang dikumpulkan

Data tentang hukum dan pelaksanaan lafaz cerai di luar mahkamah menurut
Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam, 2001 Sarawak, Malaysia. Dalam
penelitian ini, kasus yang diteliti adalah lafaz cerai di luar mahamabh,

Mazwandy Yahya terhadap istrinya.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data-data tersebut di atas ada dua sumber data yaitu

sumber primer dan sumber sekunder:
a. Primer:
1) Pihak yang terlibat yaitu Mazwandy Yahya dan istrinya.

2) Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun

2001.

b. Sekunder:

Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-

buku yang masih berhubungan dengan judul di atas, jurnal dan sejenisnya.

1) Jabatan Percetakan Negara Kuching, Sarawak, Ordinan Undang-Undang

Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001.

2) Jabatan Percetakan Negara Kuching, Sarawak, Ordinan Acara Mal
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Syari’ah Tahun 1991.

3) Jabatan Percetakan Nasional Kuching, Sarawak, Ordinan Mahkamah

Syari’ah Sarawak Tahun 1991.

4) Nora Abdul Hak, Role Of Conciliatory Committee and Hakam. Practice

and Provisions of The Islamic Family Law in Malaysia.

5) Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned, Sistem Undang-Undang di

Malaysia.

6) Ahmad Ibrahim, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi, yakni dengan cara bertanya
kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang
diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan
dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya. Wawancara dalam hal ini
dilakukan terhadap Mazwandy Yahya yang melafazkan cerai terhadap

istrinya di luar mahkamah.

b. Dokumentasi, yaitu meneliti tentang Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri

Sarawak Tahun 2011, Syeksen 128 yang membahas tentang perceraian di
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luar Mahkamah Syari’ah serta menelaah secara teliti data yang berkaitan

dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Deskriptif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan serta hukum dan
pelaksanaan lafaz cerai di luar mahkamah menurut Undang-Undang Mahkamah

Syariah Sarawak, Malaysia, dengan pola pikir induktif.

L Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan sesuatu masalah, sistematika pembahasan
merupaka sesuatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan
ini dimaksud untuk mempermudahkan bagi pembaca dalam mengetahui alur
pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Untuk memberikan jaminan
bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah
kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai

berikut:

Bab I Berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikas
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
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sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan mengenai tinjauan umum tentang talaq, meliputi:
Pengertian Talak, Dasar Hukum Talak, Syarat dan Rukun Talak, Macam-

Macam Talak, Hukum Menjatuhkan Talak.

Bab III Pembahasan mengenain Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam
Negeri Sarawak Tahun 2001, mengenai lafaz cerai di luar mahkamah. Serta

kasus Mazwandy Yahya malafazkan cerai terhadap istrinya di luar mahkamah.

Bab IV Analisis lafaz cerai di luar mahkamah menurut teori talaq dalam fikih

munakahat.

Bab V Adalah penutup yang memuatkan kesimpulan, saran dan lampiran.
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